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ABSTRAK :    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Aparat Pengawasan Internal 

Pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan/atau evaluasi Kinerja pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah 

daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. 

 

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU 

Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU 

Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU 

Provinsi Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 

tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 793); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 12 Tahun 2015. 

 

Dalam Keputusan Setjen KPU Nomor 549/Kpts/KPU/Tahun 2016 diatur tentang :  

Menetapkan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan 

Lampiran V. 



 

CATATAN  :       -   Keputusan Setjen KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 29 September 2016. 

-  Lampiran 41 Halaman. 


